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Abstract The digital divide, as a result of the development of the digital age and the 4.0 industrial revolution,
has become an important issue even at the international level. Ragnedda attributes the digital divide to an
individual's social class as a preceding factor. This article aims to analyze the first-order digital divide that
occurs in each social class, as well as consider the purchasing power of communication in West Semplak
Village. The method used in writing this article is through secondary data analysis using information contained
in the Data Desa Presisi (DDP). The results of this study confirm that: (1) There is a difference in the first-level
digital divide, where the order is the middle class with a percentage of 10.00%, followed by the lower class with
7.10%, and the upper class with 1.91%; (2) Judging from the average value of communication costs, the upper
class has a cost of Rp232,719, which is greater than the class below; (3) When considering the proportion of
communication costs to income in each class, the order of the proportion of communication purchasing power
from the largest is the lower class at 9.39%, followed by the middle class with 6.44%, and the upper class with
6.07%.

Keywords: Digital Divide, Cost of Communication, Social Class.

Abstrak Kesenjangan digital, sebagai hasil dari perkembangan era digital dan revolusi industri 4.0, telah
menjadi isu yang penting bahkan di tingkat internasional. Ragnedda menghubungkan kesenjangan digital ini
dengan kelas sosial individu sebagai faktor yang mendahuluinya. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis
terhadap kesenjangan digital tingkat pertama yang terjadi pada setiap kelas sosial, serta mempertimbangkan
daya beli komunikasi di Desa Semplak Barat. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah
melalui analisis data sekunder dengan menggunakan informasi yang terdapat dalam Data Desa Presisi (DDP).
Hasil dari penelitian ini mengkonfirmasi bahwa: (1) Terdapat perbedaan kesenjangan digital tingkat pertama,
dimana urutannya adalah kelas menengah dengan persentase sebesar 10,00%, diikuti oleh kelas bawah dengan
7,10%, dan kelas atas dengan 1,91%; (2) Dilihat dari nilai rata-rata biaya komunikasi, kelas atas memiliki
biaya sebesar Rp232.719, yang lebih besar daripada kelas di bawahnya; (3) Jika diperhatikan proporsi biaya
komunikasi terhadap pendapatan di setiap kelas, urutan proporsi daya beli komunikasi dari yang terbesar
adalah kelas bawah sebesar 9,39%, diikuti oleh kelas menengah dengan 6,44%, dan kelas atas dengan 6,07%.

Kata kunci: Kesenjangan Digital, Biaya Komunikasi, Kelas Sosial.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, dunia telah mengalami serangkaian revolusi industri, yaitu revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0
serta akan memasuki revolusi industri 5.0 akan segera terjadi (Fauziyah, 2022). Revolusi industri 1.0 ditandai
dengan penggunaan mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan. Revolusi industri 2.0 ditandai
dengan penggunaan listrik untuk menggerakkan mesin-mesin industri. Revolusi industri 3.0 ditandai dengan
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk otomatisasi industri. Revolusi industri 4.0 ditandai
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dengan penggunaan internet of things (loT), artificial intelligence (Al), dan big data untuk menghubungkan
berbagai perangkat dan sistem secara otomatis. Perkembangan ini telah memiliki dampak yang signifikan dalam
berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari segi teknologi, ekonomi, sosial, budaya, hingga politik. Pengaruh
dari evolusi industri tidak hanya terbatas pada transformasi teknologi, melainkan juga pada perubahan pola
konsumsi masyarakatnya. Pada era revolusi industri 4.0, internet menjadi alat utama untuk berkomunikasi,
mengakses informasi dan pengetahuan secara global, membantu dalam urusan bisnis, serta menjadi sumber
hiburan (Media, 2020).

Di era digital, masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan dalam pola konsumsi akses internet di
Indonesia. Hasil studi dari Nielson yang membandingkan perilaku akses internet antara tahun 2015 dan 2017
menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2017 dalam hal waktu penggunaan internet, baik di pagi, siang,
maupun malam hari, baik saat bekerja maupun berlibur (Febriani & Dewi, 2019). Peningkatan ini sejalan
dengan meningkatnya biaya yang dibutuhkan untuk akses internet. Ada berbagai faktor budaya yang
memengaruhi cara seseorang mengonsumsi kuota internet, biaya komunikasi, pulsa, atau aspek lain yang
mendukung perangkat digital. Salah satu dari faktor budaya tersebut adalah kelas sosial (Setiadi, 2019). Kelas
sosial memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi dan perilaku konsumsi daya beli individu
(Ayuningtyas, 2022). Teori dari Mangkunegara menyatakan bahwa individu dari kelas sosial yang lebih tinggi
cenderung memiliki daya beli dan pola konsumsi yang lebih besar dibandingkan dengan individu dari kelas
sosial yang lebih rendah (Rasyid, 2019). Perbedaan dalam biaya akses internet atau komunikasi karena
perbedaan kelas sosial pertama kali tercermin dalam kesenjangan digital di masyarakat.

Di Indonesia, desa merupakan wilayah yang mendominasi, dengan jumlah sebanyak 74.754 (Arham et al.,
2019). Pada tahun 2020, penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan lebih banyak, yaitu sebesar 56,7%,
sedangkan penduduk yang tinggal di pedesaan sebesar 43,3% (Databoks, 2021). Jumlah penduduk desa yang
lebih sedikit dibandingkan penduduk perkotaan berpotensi akan mengalami kesenjangan digital. Meskipun era
digital membawa manfaat positif jika dimanfaatkan secara tepat dan optimal untuk kepentingan manusia (Suri,
2019), namun juga membawa dampak negatif (Kurniawan, 2020) termasuk kesenjangan digital. Dalam era
digital, pemanfaatan teknologi digital secara maksimal dapat memberikan dampak positif bagi manusia (Suri
2019), tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif (Kurniawan 2020). Dampak negatif tersebut
mencakup kejadian seperti cyberbullying, penyebaran hoaks yang meluas di berbagai platform online
(Romadhan & Purwandari, 2020), cancel culture (Mayasari, 2022), perubahan pola komunikasi di kalangan
masyarakat desa (Hadiyanto et al., 2022), an sebagainya.

Isu sosial, terutama kesenjangan digital, telah menjadi perbincangan tidak hanya di tingkat nasional tetapi
juga internasional. Menjelang akhir tahun 2020, International Telecommunication Union (ITU) memperkirakan
bahwa ada sekitar 2,9 miliar orang yang masih belum memiliki akses internet (Jayanthi & Dinaseviani, 2022).
Kekurangan akses internet menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kesenjangan digital. Biasanya,
kesenjangan ini lebih terasa di daerah pedesaan (Hamzah & Yohanda, 2022). Mayoritas wilayah Indonesia yang
terdiri dari pedesaan (Kusumawarta & Sjaf, 2018) menjadi sumber daya sekaligus potensi kerawanan bagi
negara ini. Ketidakmampuan akses digital di banyak pedesaan Indonesia dapat berdampak signifikan bagi
negara secara keseluruhan.

Pada zaman digital, kesenjangan digital memiliki potensi untuk menghasilkan ulang kemiskinan dalam
konteks era digital (Ragnedda, 2017). Stiglitz juga mengemukakan bahwa keberadaan kemiskinan saat ini salah
satu akibat dari kesenjangan digital (Mazya, 2021). Kesenjangan digital bisa terjadi pada tingkat individu,
kelompok, komunitas, bahkan di tingkat negara, yang terkait dengan kemampuan mereka dalam mengakses dan
menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berbasis internet (Oktavianoor, 2020).
Ketidaksetaraan akses terhadap perangkat digital dapat terjadi di antara kelompok-kelompok tertentu,
memberikan keuntungan kepada beberapa kelompok sehingga menciptakan ketimpangan dalam nilai yang
diperoleh oleh kelompok tersebut dalam kehidupan mereka (Heeks, 2022).

Istilah "kesenjangan digital" pertama kali muncul pada tahun 1990an (Heeks, 2022) dan merujuk pada
fenomena di mana teknologi menentukan perbedaan antara kelompok yang memiliki akses pada bentuk baru
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan kelompok yang tidak memiliki akses (Ajrun, 2023; Law et
al., 2022; Mabweazara, 2021). Dalam paradigma Manichean, kesenjangan ini dikonseptualisasikan sebagai
dualisme antara "mereka yang memiliki" dan "mereka yang tidak memiliki" (Heeks, 2022). Akibatnya,
kesenjangan digital menjadi perhatian utama yang perlu dipelajari dalam konteks geografis tertentu, menjadi
tanggung jawab moral bagi para pengambil kebijakan dalam menjalankan tugas mereka (Lembani et al., 2020;
Otioma et al., 2019). Hal ini menegaskan bahwa stratifikasi sosial (seperti pendidikan, pekerjaan, ras, usia,
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pendapatan, modal, dan sebagainya) menjadi faktor yang mencetuskan atau menjadi pemicu utama kesenjangan
digital (Faloye & Ajayi, 2022; Hargittai et al., 2019; Martinez-Dominguez & Mora-Rivera, 2020).

Salah satu model terkemuka dalam memahami kesenjangan digital diperkenalkan oleh Van Dijk, di mana ia
mengelompokkan kesenjangan tersebut menjadi 4 kategori akses: akses motivasional, akses material, akses
keterampilan, dan akses penggunaan (Dijk, 2005). Kesenjangan digital memiliki tiga tipe, salah satunya adalah
kesenjangan digital tingkat pertama. Kesenjangan digital tingkat pertama berkaitan dengan akses atau
kepemilikan terhadap perangkat TIK (Calderén Gémez, 2019) atau yang biasa disebut sebagai akses material.
Kesenjangan digital pada tingkat pertama masih menjadi fokus penting terutama di negara-negara berkembang.
Hal ini tidak hanya terkait dengan ketersediaan akses internet, tetapi juga kepemilikan perangkat digital seperti
ponsel pintar atau hp, laptop, dan perangkat lainnya. Perbedaan dalam strata sosial menjadi penyebab atau
pemicu kesenjangan pada akses material tersebut.

Kelas sosial sering dikategorikan berdasarkan kondisi ekonomi yang didasarkan pada aset, pendapatan, serta
sumber daya yang dimiliki oleh individu. Pendekatan ini juga diterapkan oleh National Socio-Economic
Classification (NS-SEC), yang mengelompokkan masyarakat ke dalam kelas berdasarkan tingkat pendapatan,
yakni tinggi, menengah, dan rendah (Gagné & Brown, 2021). Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki pengukuran
sendiri dalam klasifikasi pendapatan, membagi individu ke dalam kelas atas, menengah, atau bawah dengan
rentang pendapatan tertentu (Rakasiwi & Kautsar, 2021): (1) kategori pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata
lebih dari Rp3.500.000,00 per bulan; (2) kategori pendapatan tinggi dengan rata-rata pendapatan
Rp2.500.000,00-Rp3.500.000,00 per bulan; (3) kategori pendapatan sedang dengan rata-rata pendapatan
Rp1.500.000,00-Rp2.500.000,00 perbulan; (4) kategori pendapatan rendah dengan rata-rata pendapatan kurang
dari Rp1.500.000,00 perbulan. Dalam menentukan pendapatan seseorang, terkadang estimasi angka tersebut
didasarkan pada pengeluaran, suatu pendekatan yang juga digunakan oleh BPS dan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Wahyudi & Wahyudin, 2022).

Kemajuan teknologi dapat menjadi alat bagi desa untuk meningkatkan sektor pertanian secara lebih adil (Sjaf,
Arsyad, et al., 2022) sehingga desa-desa yang tertinggal dalam hal kesenjangan digital perlu mendapatkan
perhatian khusus, terutama bagi para petani. Ada perubahan yang terjadi dalam perkembangan desa-desa yang
berada di pinggiran atau berdekatan dengan wilayah perkotaan yang menghasilkan keragaman atau ciri khas
gabungan antara suasana desa dan kota, dikenal sebagai semi urban (Hapsari & Aulia, 2019; Jayanti & Jamil,
2020; Rosyidi & Aulia, 2020). Salah satu desa yang membutuhkan menarik untuk dikaji karena berlokasi dekat
dengan kampus dan tergolong desa semi urban adalah Desa Semplak Barat. Perubahan ini juga mengakibatkan
variasi ekonomi, termasuk perubahan dalam pendapatan dan jenis pekerjaan serta perbedaan kelas sosial di
desa-desa yang berbatasan dengan kota. Desa Semplak Barat dipilih juga karena presentase kelas sosial
berdasarkan kriteria pendapatan BPS dapat ditemukan dalam Data Desa Presisi pada kelas bawah presentasenya
24,53% dan termasuk angka yang besar dibandingkan desa lainnya.

Kesenjangan digital tingkat pertama diduga berkaitan dengan perbedaan kelas sosial, yang kemudian juga
mengakibatkan disparitas dalam kemampuan membeli komunikasi, kuota, atau layanan sejenis yang mendukung
penggunaan perangkat digital. Hal ini menarik perhatian karena masih menjadi topik hangat dalam diskusi,
terutama di tingkat desa yang belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan
digital tingkat pertama di berbagai kelas sosial serta biaya komunikasi atau internet yang ada di Desa Semplak
Barat, Kabupaten Bogor.

Il. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data sekunder. Menurut Heaton,
analisis data sekunder adalah sebuah pendekatan riset yang memanfaatkan data kualitatif atau kuantitatif yang
telah ada sebelumnya, digunakan untuk menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian
sebelumnya (Aswin et al., 2022). Metode ini tidak memerlukan pengumpulan data baru melalui survei,
wawancara, observasi, atau pengujian (Darmawan & Cristiani, 2021). Analisis data sekunder memiliki beberapa
tujuan, di antaranya, yaitu menerapkan permasalahan baru dari penelitian sebelumnya, menghasilkan ide-ide
baru dari data yang ada, melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sebelumnya, serta mengeksplorasi data
dari perspektif yang berbeda (Darmawan & Cristiani, 2021). Data sekunder ini diperoleh dari sumber Data Desa
Presisi (DDP).

DDP merupakan kumpulan data yang sangat akurat dan tepat dalam memberikan gambaran yang aktual
mengenai keadaan desa dan dengan tepat menunjukkan subjek berdasarkan nama, alamat, dan koordinat
(Arsyad, Sjaf, Hakim, et al., 2021). DDP merangkum metode pengumpulan data desa yang menggabungkan
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pendekatan sensus, spasial, dan partisipasi masyarakat dengan unit analisis yang fokus pada keluarga dan
individu (Sjaf, Sampean, et al., 2022). Data yang dihasilkan oleh DDP dapat memperlihatkan berbagai aspek
kesejahteraan rakyat, seperti sandang, pangan, dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan,
ketenagakerjaan, dan jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia; serta
infrastruktur dan lingkungan (Sjaf, Sampean, et al., 2022).

Pengambilan data sekunder dari DDP dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, yakni: pertama,
data yang terdapat di DDP mengenai setiap individu di Desa Semplak Barat sudah komprehensif karena
dikumpulkan melalui sensus; kedua, data mengenai kesenjangan digital tingkat pertama di Desa Semplak Barat
telah ada; dan ketiga, informasi tentang pengeluaran masing-masing penduduk di Desa Semplak Barat juga
sudah tersedia. Karenanya, data tersebut sudah lengkap, dapat digunakan, dan mudah diakses. Ketersediaan data
ini tentang kelas sosial dan kesenjangan digital memudahkan jalannya penelitian ini karena tidak memerlukan
pengumpulan data langsung di lapangan dan mengoptimalkan penggunaan waktu.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Semplak Barat

Desa Semplak Barat berkolasi di Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor. Jika dilihat dari administrasinya,
Desa Semplak Barat secara administratif, berlokasi di bagian timur, berbatasan dengan Desa Semplak; di bagian
barat, berbatasan dengan Desa Bantarjaya; di bagian utara, berbatasan dengan Desa Bojong; dan di bagian
selatan, berbatasan dengan Desa Situ Gede. Desa ini terbagi menjadi delapan wilayah administratif yang disebut
rukun warga. Melalui pemetaan spasial berdasarkan Data Desa Presisi dari bulan September hingga Desember
2020, luas wilayah Desa Semplak Barat adalah sekitar 130,53 hektar. Dapat dilihat gambar 1 merupakan peta
orthophoto dari Desa Semplak Barat.

Menurut data sensus yang mencakup sekitar 85,92% dari keseluruhan titik pada Peta Kerja, Desa Semplak
Barat memiliki jumlah kepala keluarga mencapai 1.830 KK, dengan total populasi sekitar 6.542 orang. Data
Piramida Penduduk Desa Semplak Barat menunjukkan bahwa sebanyak 4.531 orang berada dalam rentang usia
produktif, sementara sisanya, sebanyak 2.011 orang, masuk dalam kategori usia non-produktif. Analisis dari
grafik menunjukkan bahwa jumlah usia produktif tertinggi berada di RW 07, vyaitu sekitar 1.064 orang,
sedangkan jumlah terendah berada di RW 02, sekitar 149 orang.

Gambar 1. Peta othophto Desa Semplak Barat
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PETA ORTHOPHOTO
Lembar: 01

DESA SEMPLAK BARAT
N

A Skala 1:2.800

‘ Q‘VGJAYA

Sumber: Data Desa Presisi
Demografi Penduduk Desa Semplak Barat

Desa Semplak Barat seperti pada diagram 1 menunjukkan kepala keluarga didominasi oleh penduduk berjenis
kelamin laki-laki dengan persentase sebesar 82,73% atau 1.514 jiwa, sedangkan persentase penduduk
perempuan sebesar 17,26% atau 316 jiwa. Total kepala keluarga tersebut di Desa Semplak Barat berjumlah
1.830 KK. Hal ini menunjukkan bahwa rasio gender kepala keluarga tersebut bernilai 4.79. Rasio gender
tersebut menunjukkan bahwa pada 1 kepala keluarga perempuan, terdapat pula 4-5 kepala keluarga laki-laki.
Analisis tersebut dapat memberikan gambaran mengenai komposisi kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin
di Desa Semplak Barat.

Diagram 1. Jumlah laki-laki dan perempuan berdasarkanstatusnya sebagai kepala keluarga di Desa
Semplak Barat
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Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

Pada diagram 2 terlihat piramida penduduk Desa Semplak Barat tergolong kedalam piramida stasioner.
Piramida stasioner tersebut menunjukkan beberapa indikasi di antaranya: (1) Desa Semplak Barat jumlah dari
penduduk muda, dewasa, dan tua relatif sama walaupun lebih banyak penduduk dewasa dan produktif sehingga
usia yang tergolong produktif ini mampu dioptimalkan potensinya dalam pembangunan Desa Semplak Barat, (2)
perubahan struktur usia yang hamper seimbang itu menunjukkan bahwa fertilitas hamper sama dengan
mortalitas penduduk, (3) usia harapan hidup relatif tinggi sehingga memiliki dua kemungkinan, pertama jika
mayoritas penduduknya sehat akan membawa dampak positif bagi desa, kedua jika mayoritas penduduknya
sering sakit akan memberikan dampak buruk bagi desa, (4) memiliki pertumbuhan penduduk yang relatif cepat,
(5) rasio ketergantungannya hampir nol.

Jumlah individu dalam usia produktif di Desa Semplak Barat mencapai 4.566 orang, sedangkan individu yang
belum atau tidak produktif berjumlah 1.976 orang. Oleh karena itu, rasio beban tanggungan di desa tersebut
adalah 43,27. Artinya, setiap 100 orang usia produktif bertanggung jawab terhadap 43 orang yang belum atau
tidak produktif. Rasio 43,27 juga menunjukkan bahwa Desa Semplak Barat telah memasuki periode bonus
demografi. Penting untuk memanfaatkan bonus demografi ini secara efektif, karena hal ini dapat meningkatkan
perekonomian desa, memperkuat produktivitas dengan kehadiran jumlah besar individu usia produktif, serta
mendorong perubahan sosial dan peningkatan dalam sektor-sektor seperti pendidikan dan kesehatan. Namun,
bonus demografi juga dapat menjadi bencana jika tidak dimanfaatkan dengan baik; hal ini dapat menyebabkan
tingginya tingkat pengangguran yang menjadi beban pembangunan, peningkatan kebutuhan akan layanan
kesehatan dan sosial di masa depan, serta rendahnya pendapatan per kapita.
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Diagram 2. Piramida penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan usia di Desa Semplak Barat

-10,00  -8,00 -600 -400 -200 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00

B Laki-laki ®Perempuan
Sumber: (Arsyad, Sjaf, Gandi, et al., 2021)

Kelas Sosial, Pekerjaan, dan Kesenjangan Digital

Desa Semplak Barat yang memiliki kepala keluarga berjumlah 1.830 KK. Jumlah KK tersebut ketika diolah
dan dianalisis dengan ukuran pendapatan yang ditetapkan oleh BPS dengan diproksikan menggunakan
pengeluaran masing-masing kepala keluarga pada aspek pendidikan, infrastruktur, kehidupan sosial
perlindungan hukum dan HAM, kesehatan, pekerjaan, jaminan sosial, sandang pangan, dan papan yang terdapat
di DDP. Hasil olahan tersebut disajikan dalam diagram 3 dengan kepala keluarga yang tergolong kelas atas
berjumlah 570 kepala keluarga, kepala keluarga yang tergolong kelas menengah berjumlah 811, dan kepala
keluarga yang tergolong kelas bawah berjumlah 449 kepala keluarga. Berdasarkan penyajian data tersebut
diketahui bahwa mayoritas kepala keluarga di Desa Semplak Barat masih tergolong kedalam kelas menengah
yaitu sebesar 44,31%, sedangkan kelas bawah menjadi minoritas yaitu sebesar 24,53%. Hal itu menandakan
pembangunan desa dalam tahap yang cukup bagus dengan mayoritas orang berada di kelas menengah dan
minoritas orang berada di kelas bawah.

Diagram 3. Klasifikasi Kelas Sosial di Desa Semplak Barat
900
811
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700
600 570
500
400

Jumlah Kelas

300
200
100

0 -
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Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

Penduduk Desa Semplak Barat dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.830 dan digolongkan kedalam
tiap-tiap kelas sosial itu dapat diklasifikasikan lagi berdasarkan pekerjaannya masing-masing di mana dapat
dilihat pada diagram 4. Pada kelas atas terbagi kedalam 12 jenis pekerjaan yang berbeda, pada kelas menengah
terbagi kedalam 12 jenis pekerjaan yang berbeda, dan pada kelas bawah terbagi kedalam 11 jenis pekerjaan
yang berbeda.

Pada kelas atas komposisi jenis pekerjaan dibagi menjadi 12, yaitu tidak bekerja sebesar 7,37%, pensiun
sebesar 2,63%, pekerja harian lepas sebesar 16,84%, pegawai tetap lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar
9,47%, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja(PPPK) sebesar 0,18%, pegawai outsourching di
swasta/BUMN/BUMS sebesar 0,35%, pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 6,67%, pegawai lembaga negara
tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,18%, pegawai lembaga negara dengan kontrak pekerjaan sebesar 5,44%,
pegawai kontrak lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 23,51%, mengurus rumah tangga sebesar 4,56%, dan
berusaha sendiri sebesar 22,81%. Oleh karena itu jenis pekerjaan paling banyak pada kelas atas yaitu pegawai
kontrak lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 23,51%, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja(PPPK)
dan pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,18% .

Pada kelas menengah komposisi jenis pekerjaan dibagi menjadi 11, yaitu tidak bekerja sebesar 8,26%,
pensiun sebesar 4,56%, pekerja harian lepas sebesar 30,70%, pegawai tetap lembaga swasta/BUMN/BUMS
sebesar 3,08%, pegawai outsourching di swasta/BUMN/BUMS sebesar 0,74%, pegawai negeri sipil (PNS)
sebesar 2,10%, pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,25%, pegawai lembaga negara
dengan kontrak pekerjaan sebesar 1,73%, pegawai kontrak lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 13,44%,
mengurus rumah tangga sebesar 11,96%, dan berusaha sendiri sebesar 273,18%. Oleh karena itu jenis pekerjaan
paling banyak pada kelas menengah yaitu pekerja harian lepas sebesar 30,70%, dan jenis pekerjaan paling
sedikit pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,25%.

Pada kelas bawah komposisi jenis pekerjaan dibagi menjadi 12, yaitu tidak bekerja sebesar 14,03%, pensiun
sebesar 3,56%%, pelajar/mahasiswa sebesar 0,22%, pekerja harian lepas sebesar 28,95%, pegawai tetap
lembaga swasta/BUMN/BUMS sebesar 3,56%, pegawai outsourching di swasta/BUMN/BUMS sebesar 0,67%,
pegawai negeri sipil (PNS) sebesar 1,11%, pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja’honorer sebesar
0,22%, pegawai lembaga negara dengan kontrak pekerjaan sebesar 0,89%, pegawai kontrak lembaga
swasta/BUMN/BUMS sebesar 9,13%, mengurus rumah tangga sebesar 20,04%, dan berusaha sendiri sebesar
17,59%. Oleh karena itu jenis pekerjaa paling banyak pada kelas bawah yaitu pekerja harian lepas sebesar
28,95%, dan pelajar/mahasiswa dan pegawai lembaga negara tanpa perjanjian kerja/honorer sebesar 0,22%.

Kesenjangan yang didasarkan pada apa yang “dimiliki” dan apa yang “tidak dimiliki”, terkait dengan
perbedaan ekonomi seseorang (Mabweazara, 2021). Konsep kesenjangan digital juga mengindikasikan hal
serupa, yang mencerminkan perbedaan yang signifikan dan terus-menerus dalam kondisi sosial dan ekonomi
individu (Mutsvairo & Ragnedda, 2019). Kesenjangan digital tingkat pertama lebih sering terjadi di negara-
negara sedang berkembang. Kesenjangan digital pada tingkat pertama terutama terkait dengan akses material,
yang mencakup kepemilikan perangkat digital seperti ponsel, smartphone, laptop, dan lainnya.

Di Desa Semplak Barat, setelah melakukan pemetaan sosial berdasarkan kelas (atas, menengah, dan bawah),
dilakukan pemetaan dan analisis kesenjangan digital di setiap kelas sosial. Tabel 1 memperlihatkan pola
kepemilikan perangkat digital yang menjadi penanda kesenjangan digital tingkat pertama di setiap kelas. Tabel
tersebut menunjukkan adanya perbedaan proporsi kesenjangan digital tingkat pertama di setiap kelas sosial.
Dalam kelas atas, terdapat 35 orang atau 1,91% yang tidak memiliki ponsel, sementara 535 orang atau 29,23%
yang memiliki. Kelas menengah sebanyak 183 orang atau 10,00% yang tidak memiliki ponsel, dan 628 orang
atau 34,32% yang memiliki ponsel. Di kelas bawah, terdapat 130 orang atau 7,10% yang tidak memiliki ponsel,
dan 319 orang atau 17,43% yang memiliki ponsel. Data ini menunjukkan bahwa kesenjangan digital tingkat
pertama juga dapat terjadi di kelas atas.

Kesenjangan digital pada tingkat pertama, dari yang terbesar hingga yang terkecil berdasarkan persentase dan
jumlah data yang ada, dapat dipetakan dalam urutan kelas menengah, kelas bawah, dan kemudian kelas atas. Ini
menunjukkan bahwa kesenjangan digital tingkat pertama masih terkait dengan pendapatan atau kondisi ekonomi
individu. Kelas bawah, dengan kekuatan ekonomi yang paling rendah, mengalami kesenjangan digital tingkat
pertama walau bukan berada di urutan terbawah, sementara kesenjangan terparah dialami oleh kelas sosial
menengah, meskipun memiliki posisi ekonomi di tengah-tengah. Di sisi lain, kelas atas, yang memiliki kekuatan
ekonomi paling tinggi, mengalami kesenjangan digital tingkat pertama yang paling kecil. Dari data ini, dapat
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disimpulkan bahwa tingkat ekonomi seseorang masih sangat berhubungan dengan kesenjangan digital tingkat
pertama yang mereka alami.

Diagram 4. Jenis pekerjaan berdasarkan kelas sosial di Desa Semplak Barat

Jumlah Jenis Pekerjaan Berdasarkan Status Sosial

tidak bekerja B 67
pensiun B 37
Pekerja Harian Lepas B e 249
Pegawai Tetap Lembaga Swasta/BUMN/BUMS B 25
Pegawai Outsourching di Swasta/BUMN/BUMS B 6
Pegawai Negeri Sipil (PNS) B8 17
Pegawai Lembaga Negara Tanpa Perjanjian Kerja/Honorer | 2

Menengah

Pegawai Lembaga Negara dengan Kontrak Pekerjaan B 14

Pegawai Kontrak Lembaga Swasta/BUMN/BUMS e 109

mengurus rumah tangga B 97
berusaha sendiri I 188
tidak bekerja B 63
pensiun B8 16
Pelajar/Mahasiswa = 1
Pekerja Harian Lepas B 130
Pegawai Tetap Lembaga Swasta/BUMN/BUMS Bl 16
Pegawai Outsourching di Swasta/BUMN/BUMS

13
[
Pegawai Negeri Sipil (PNS) § 5 Totl
1
4

Bawah

Pegawai Lembaga Negara Tanpa Perjanjian Kerja/Honorer
Pegawai Lembaga Negara dengan Kontrak Pekerjaan |
Pegawai Kontrak Lembaga Swasta/BUMN/BUMS e 41
mengurus rumah tangga B 90
berusaha sendiri S 79
tidak bekerja B 42
pensiun B8 15
Pekerja Harian Lepas B 96
Pegawai Tetap Lembaga Swasta/BUMN/BUMS B 54
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) = 1
Pegawai Outsourching di Swasta/BUMN/BUMS | 2
Pegawai Negeri Sipil (PNS) B 38
Pegawai Lembaga Negara Tanpa Perjanjian Kerja/Honorer = 1
Pegawai Lembaga Negara dengan Kontrak Pekerjaan B 31
Pegawai Kontrak Lembaga Swasta/BUMN/BUMS B 134
mengurus rumah tangga B 26

berusaha sendiri I 130
0 100 200 300

Atas

Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

Setiap individu di desa, terutama mereka yang termasuk dalam kelas bawah, seharusnya memiliki akses dan
keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan posisi sosial
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mereka. Kelemahan dalam penguasaan teknologi, seperti yang terjadi di Desa Cikarawang, Kecamatan Dramaga,
Kabupaten Bogor, mengakibatkan petani berada dalam kelas bawah dan mengalami kerugian akibat dominasi
para tengkulak (Sjaf, Arsyad, et al., 2022). Mayoritas penduduk desa yang bergantung pada pertanian dapat
menggunakan teknologi untuk menciptakan kemitraan 4.0 di platform digital. Hal ini memungkinkan mereka
untuk bermitra dengan petani lain, instansi pemerintah, perusahaan swasta, serta masyarakat secara adil.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara merata (Sjaf, Arsyad, et al., 2022).

Tabel 1. Persentase jumlah handphone/smartphone yang dimiliki berdasarkan kelas sosial

Desa Semplak Barat
Kelas Sosial (%)
Atas
memiliki ponsel 29,23%
tidak memiliki ponsel 1,91%
Menengah
memiliki ponsel 34,32%
tidak memiliki ponsel 10,00%
Bawah
memiliki ponsel 17,43%
tidak memiliki ponsel 7,10%

Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)
Pendapatan dan Biaya Komunikasi Kelas Sosial

Setiap kelas sosial memiliki rata-rata pendapatan yang berbeda. Berdasarkan data jumlah orang yang tidak
mengalami kesenjangan digital tingkat pertama di setiap kelas didapatkan rata-rata pendapatan kelas atas yang
jumlahnya 535 orang dengan rata-rata Rp3.597.776 perbulan, kemudian kelas menengah yang jumlahnya 628
orang dengan rata-rata Rp1.998.520 perbulan, dan kelas bawah yang jumlahnya 319 orang dengan rata-rata
Rp1.063.362 perbulan seperti pada tabel 2. Kelas atas yang tidak mengalami kesenjangan digital tingkat pertama
memiliki rentang penghasilan dari Rp2.501.667 hingga Rp24.583.333. Kelas menengah yang tidak mengalami
kesenjangan digital tingkat pertama memiliki rentang penghasilan dari Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000. Kelas
bawah yang tidak mengalami kesenjangan digital tingkat pertama memiliki rentang penghasilan dari Rp507.500
hingga Rp1.498.333.

Berdasarkan data memang terbukti bahwa perilaku konsumen kelas atas untuk membiayai kebutuhan internet
atau komunikasi handphone-nya memiliki daya beli yang lebih besar dibandingkan kelas sosial di bawahnya.
Kelas bawah memiliki pengeluaran untuk biaya komunikasi antara Rp10.000 hingga Rp400.000 perbulan
dengan rata-rata biaya untuk komunikasi sebesar Rp111.602 perbulan. Kelas menengah memiliki pengeluaran
untuk biaya komunikasi antara Rp10.000 hingga Rp500.000 perbulan dengan rata-rata biaya untuk komunikasi
sebesar Rp137.713 perbulan. Kelas atas memiliki pengeluaran untuk biaya komunikasi antara Rp15.000 hingga
Rp900.000 perbulan dengan rata-rata biaya untuk komunikasi sebesar Rp232.719 perbulan. Hal itu cukup
menjadi bukti bahwa pengeluaran kelas atas untuk biaya komunikasi lebih besar dari kelas di bawahnya
walaupun pada rentang minimalnya memiliki nominal yang tidak berbeda jauh.

Tabel 2. Rata-rata pendapatan dan biaya komunikasi setiap kelas sosial

Rata-rata biaya Rata-rata pendapatan
Kelas sosial komunikasi perbulan (Rp) | perbulan (Rp)
Atas 232.719 3.597.776
Menengah 137.713 1.998.520
Bawah 111.602 1.076.865

Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)
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Pada tabel 2 memang telah membuktikan secara nominal bahwa kelas atas memiliki daya beli yang lebih
besar dibandingkan kelas di bawahnya dalam hal biaya komunikasi. Pada diagram 4 dipaparkan data yang
berbeda dengan mengubah data yang berbasis nominal menjadi proporsi rata-rata biaya komunikasi dengan
pendapatan. Diagram 4 menunjukkan komposisi yang seimbang pada biaya komunikasi jika dibandingkan
dengan pendapatan pada setiap kelas sosial. Setiap kelas sosial memiliki persentase rata-rata di angka 7,3%
dengan rincian kelas atas 6,07%, kelas menengah 6,44%, dan kelas bawah 9,39%. Data tersebut menjadi bukti
bahwa jika mengganti cara melihatnya dari berdasarkan nominal menjadi berdasarkan proporsi biaya
komunikasi terhadap pendapatan maka akan didapatkan hasil bahwa kelas bawah memiliki proporsi paling besar
dalam daya beli konsumsi internet atau komunikasi.

Diagram 4. Proporsi rata-rata biaya komunikasi dengan pendapatan

m Atas = Menengah = Bawah

Sumber: Data Desa Presisi (hasil olahan peneliti)

VI1.KESIMPULAN

Kesenjangan digital tingkat pertama masih ada di Desa Semplak Barat, di mana kelas menengah, kelas bawah,
dan kelas atas memiliki tingkat kesenjangan digital dari yang paling tinggi hingga terendah. Hal ini menandakan
bahwa kesenjangan digital tingkat pertama masih dipengaruhi oleh strata sosial masyarakat. Selain itu, mereka
yang tidak mengalami kesenjangan digital tingkat pertama harus mampu membeli biaya komunikasi atau
internet untuk menjaga kinerja perangkat mereka. Teori Mangkunegara yang menyatakan bahwa kelas atas
memiliki daya beli yang lebih tinggi dibandingkan kelas bawah terbukti jika mengacu pada rata-rata biaya
komunikasi di setiap kelas; kelas atas menghabiskan Rp232.719, kelas menengah Rp137.713, dan kelas bawah
Rp111.602. Namun, ketika mempertimbangkan proporsi biaya komunikasi terhadap pendapatan setiap kelas,
kelas bawah justru memiliki daya beli terbesar di mana persentasenya 9,39%. Hal ini menunjukkan bahwa teori
Mangkunegara tidak sepenuhnya tepat. Namun, penelitian ini hanya berfokus pada satu desa, sehingga
perbandingan dengan desa-desa lain di Indonesia perlu dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti dan hipotesis
yang dihasilkan.
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